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Sinopsis

Tata kelola pemeritah di Kabupaten Intan Jaya saat ini sedang berjalan di tempat.
Melihat kondisi objek di kabupaten intan jaya menjadi terminal umum bagi
pengila jabatan dan pencari kerja. Setelah mendapatkan jabatan di dalam
pemerintahan, Mereka tidak memperhatikan dan melakasanakan tugas dan fungsi
pemerintah daerah sebagai mandat yang diberikan. Pemerintah daerah jarang
bertugas di daerah kabupaten Intan Jaya. tetapi mereka selalu berada di luar
kabupaten Intan Jaya seperti di Kabupaten Nabire, Timika dan Jayappura. Mereka
mengkalim bahwa kami keluar daam rangkah perjalanan dinas. Nyatanya
perjalanan dinas memakan waktu dua sampai tiga bulan di luar Kabupaten Intan
Jaya.

Melihat kondisi demikian berarti menimbulkan minimnya pelayanan pemerintah
Kabupaten Intan Jaya terhadap masyarakat akhirnya memunculkan berbagai
pertanyan dan sorotan terhadap visi, misi dan program Pemerintah Daerah.

Apa sebenarnya yang dilakukan selama periode 2012 -2016 ini. Visi, misi bupati
dan wakil bupati yaitu Intan Jaya Pintar, Intan Jaya Sehat dan Intan Jaya
Sejahtera. Dalam implementasinya belum terlihat hingga sekarang. Masyarakat
masih mengeluh dengan kesehatan mereka, tidak ada rumah sakit yang layak.
Fasilitas Pendidikan rusak dan tidak tersedia, pengembangan ekonomi tidak jelas.

Lebih ironis lagi, masyarakat melakukan barter (tukar menukar) hasil kebun di
tengah lingkungan perkantoran. Ini menunjukkan adanya kemunduran bidang
ekonomi. Pegawai negeri yang memiliki uang dan seharusnya tinggal di Intan
Jaya untuk membelanjakan uang mereka sehingga perputaran ekonomi berjalan
sebagai bagian dari partisipasi membangun perputaran ekonomi, malah membawa
uang keluar. Ini juga ulahnya para pimpinan di kabupaten Intan Jaya. Akhirnya
tidak ada perputaran uang yang baik di Intan Jaya sehingga dampaknya
masyarakat yang memiliki hasil dagangan tidak terjual. Lalu sejahtera mana yang
mau diharapkan? Mereka mau belanjakan kebutuhan sekolah anak dengan uang
mana? Membayar obat untuk anak yang sakit dengan uang mana? Parahnya lagi,
pelayanan publik di kabupaten tidak berjalan dengan baik. faktornya adalah
pejabat daerah mulai dari bupati, hingga para stafnya meninggalkan tempat tugas.

Mahasiswa melakukan demontrasi di mana-mana menuntut realisasi visi, misi dan
janji-janji pemerintah kepada masyarakat. Perempuan kabupaten Intan Jaya juga
mempertanyakan peran dari organisasi TP. PKK di bentuk untuk siapa dan bikin
apa selama ini? Alokasi dananya digunakan untuk apa?

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Intan Jaya juga di tuntut untuk
menjalankan tugasnya dan fungsinya sesuai dengan perannya sebagai perwakilan
rakyat. Mereka di tantang oleh masyarakat untuk lebih berani mengkritisi
pembangunan Intan Jaya yang Kkini carut-marut untuk kepentingan rakyat tapi
bukan untuk kepentingan kelompok dan golongan tertentu yang ditempatkan
sesuai jabatan politik. Akhirnya pembangunan berjalan di tempat. Semua roda
pemerintahan berjalan sesuai keinginan masing-masing mulai dari kepala daerah
sampai dengan para stafnya. Menimbulkan berbagi pertanyaan tentang pelayanan
kepada masyarakat di kabupaten Intan Jaya.
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Motto

Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari jehuda
ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya,
sampai ia datang berhak atasnya, maka kepadanya akan
takluk bangsa-bangsa. Kejadia 49: 10

Serahkanlah segala kekuatiranmu kepada-Nya, sebab ia
yang memelihara kamu 1 petrus 5:7

Hidup adalah Perjuangan Mencari Aku.

Mendengarkan dan berbicaralah selengkap mungkin, jangan dipenggal
sana-sini,
Hingga hasilnya bisa saja secara kebetulan dapat melukai hati orang lain
Lebih baik diam dan bekerja
Dan
Berbicara seperlunya sesuai dengan apa yang perlu disampaikan.
Ditambah atau dikurangi semuanya tidak bermanfaat.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Kabupaten Intan Jaya adalah salah satu kabupaten pemekaran dari Kabupaten
Paniai. Kabupaten ini belum menunjukkan adanya gerbakkan dalam suatu
program kerja yang melibatkan semua elemen masyarakat terutama dalam
perlayanan publik. Masih terlihat bahwa berbagai aspek pelayanan public di
Kabupaten Intan Jaya Propinsi Papua ini belum menunjukkan adanya
keperpihakan kepada masyaraat.Terutama dalam rangkah melibatkan semua pihak
di Kabupaten Intan Jaya, maka kondisi nyata hari ini perlu diteliti dan dianalisis

baik demi memperoleh jawaban kepastian dengan pendekatan khusus.

Pandangan dan analisis situasi kabupaten Intan Jaya yang berbeda antara
satu dengan lainnya dalam pelayanan. Memamdang kabupaten Intan Jaya perlu
adanya penilaian yang bisa dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor yang lebih
nampak seperti “Suka dan Tidak Suka, benar dan salah”. Ketika melihat dengan
pendekatan dengan kedekatan khusus untuk melihat seorang pemimpin yang
sedang berkuasa atau pelaku pembangunan, mereka akan mengatakan bahwa apa
yang dilakukan oleh pemimpin tersebut benar adanya. Apa pun yang dilakukan
entah itu salah atau benar, baik atau tidak. sudah menjadi sebuah tradisi terhadap
gaya berpikir yang dipengaruhi oleh aspek-aspek tertentu. Sebaliknya apabila kita
tidak suka dengan pemimpin tersebut, mungkin karena masa lalu dalam proses
politik untuk mencapai kepemimpinan tersebut, atau persoalan lainnya, Namun

juga berasaskan teori-teori pembangunan pemberdayaan yang mempengaruhi
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pengetahuan para intelektual dari berbagai disiplin ilmu sehingga dapat menjadi
kerangkah dalam menilai proses pembangunan di Intan Jaya dapat terlihat gagal

dalam membangun.

Kabupaten Intan Jaya adalah salah satu daerah otonom baru, tentunya untuk
menjawab pembangunan di Papua selama ini maka diterapkan pemekaran
kabupaten Intan Jaya untuk mempermudah akuntabilitas pelayanan kepada
masyarakat dengan baik dan benar sehingga kehadiran pemerintah menjadi agen
perubahan yang dapat terlihat jelas terjadi sebelumnya. Diterapkannya pemekaran
kabupaten di Propinsi Papua ini, bertujuannya adalah untuk dapat menjawab
persoalan yang dialami penduduk asli Papua terhadap penyimbangan
pembangunan yang terjadi selama ini, maka dengan pemekaran tersebut perlu
mendapat perhatian dalam pelayanan maksimal sangat diperlukan. Pemekaran
sebagai salah satu jawaban positif yang adil dan merata maka perlu
dimaksimalkan secara baik. Disisi lainnya perlu  menunjukkan keadilan
mempercepat pembangunaan kesejatrahan terhadap masyarakat dari ketidakadilan

negara terhadap warga negara Indonesia di Papua pada umumnya.

Melihat dari kondisi real saat ini terhadap tindakkan pemerintah pusat
melaui pendekatan kemanusiaan sedang terwujud. Salah satunya adalah
pemekaran kabupaten Intan Jaya supaya keadilan bagi warga mayarakatnya nyata
dari Pelangaran HAM yang pernah dilakukan dengan cara yaitu: Penangkapan,
Penyiksaan, Pembunuhan, Pemenjarahan sewenang-wenang yang dilakukan oleh
aparat keamanan Indonesia, disisi lain dengan memberi stigma makar,
separatisme dan OPM. Sementara, secara ekonomi penduduk asli Papua benar-

benar disingkirkan dan dimiskinkannya membuatnya gizi buruk dan kematian
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penduduk asli Papua hampir setiap hari. Melihat dan membaca situasi Papua
menjadi bagian yang sulit diselesaikan masalahnya. Di sisi lain persoalan
pembatasan yang berlebihan dari aparat keamanan Indonesia ketika menyuarakan
kegagalan pembangunan saat ini dihalangi oleh aparat keamanan negara. Hal itu
juga nampak di Kabupaten Intan Jaya sehingga Orang Asli Papua di Kabupaten
Intan Jaya kehilangan hak untuk kebebasan menyatakan pendapat dan berkumpul
dalam kerangka pembangunan kesejatrahan dan memberi pelayanan yang prima
dari pemerintah daerah. Maka mahasiswa sebagai agen plopor penah melakukan

demostrasi damai oleh mahasiswa se-Indonesia dibubarkan paksa oleh Brimob.

Terlepas dari itu, melihat dengan rasional bahwa daerah pemekaran Otonom
baru seharusnya menjawab aspirasi rakyat. Namun pemerintah daerah saat ini
nampak dalam pelaksanan pembangunan di kabupaten Intan Jaya masa
pemerintahan definitif belum atau masih belum menyelengarakan pemerintahan
dengan betul dan benar. Pemerintah daerah saat ini berjalan ditempat dari
berbagai aspek budaya, politik, ekonomi, social, pendidikan, kesehatan, pelayanan

public dan intrastruktur pasca pemekaran Kabupaten Intan Jaya Propinsi Papua.

Pemekaran Kabupaten Intan Jaya sebenarnya dilakukan untuk mengingat
wilayah Indonesia yang sangat luas dan sulit dijangkau dengan transportasi darat
maupun laut, Maka pemerintah Indonesia menerapkan pemekaran daerah. Tujuan
utamanya dari pemekaran bagi wilayah yang sulit dijangkau oleh pemerintah
pusat. Dalam rangkanya proses pembangunan percepatan akutabilitas pelayanan
kepada masyarakat sebagai wujud dari keadilan pemerataan daerah seperti
indoneia lainya. Salah satunya adalah Kabupaten Intan Jaya yang terdapat di

pengunungan tengah di Propinsi Papua. Dalam rangkah penyelenggaraan
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pemerintahan terutama kebijakkan desentralisasi dilaksanakan bersamaan dengan
asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar
1945 diatur dan dinyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)
dibagi atas daerah-daerah Provinsi dan daerah Provinsi dibagi atas kabupaten dan
kota, yang tiap-tiap Provinsi, Kabupaten, dan Kota itu mempunyai pemerintahan
daerah, yang diatur dengan tata kelolaan pemerintahan dengan undang-undang
untuk menjawab ketertinggalan dari berbagai apek yaitu: Ekonomi, Pelayanan
publik, pendidikan, kesehatan, politik, social dan infrastruktur dasar yang baik.
Pembangunan di Kabupaten Intan Jaya Propinsi Papua terlihat masih tertinggal
jika dibandingkan dengan kabupaten Intan Jaya lainnya, salah satunya alternatif
untuk mengalahkan ketertinggalan dan berusaha untuk bersain dengan daerah lain
pun menjadi stagana atau tidak jelas. Pemerintah Kabupaten Intan Jaya belum
menunjukkan sejajar dengan Kabupaten lainnya dari berbagai aspek
pembangunan karena gagal dalam proses pelaksanan pembangunan di Kabupaten
Intan Jaya yang memihak kepada masyarakat kecil. Hal ini disebabkan karena

tidak melibatkan semua elemen masyarakat.

Melalui UU Nomor 32 Tahun 2004 dan perubahann undang-undang 23
tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban
daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan daerah
dengan kepentingan masyarakat setempat belum menunjukkan sesuai dengan
amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,
Pasal 2 ayat 3 disebutkan tujuan Otonomi daerah sebagai berikut: Pemerintahan
daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu: Menjalangkan Otonomi

seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah,
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dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan
daya sain daerah. Berdasarkan ketentuan tersebut disebutkan adanya 3 (tiga)
tujuan otonomi daerah, yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan
umum dan daya sain daerah perlu diperjuangkan sambil membangun
pembangunan keperpihakan kepada masyarakat kecil terutama menjadi tuan di

negerinya sendiri dalam proses pembangunan keperpihakan kepada masyarakat.

Sudah jelas bahwa undang-undang pemerintahan mengaturnya. Namun tata
kelola pemerintahan belum menunjukkan hasil yang mengembirakan. Apa lagi
adanya Otonomi Daerah tentu saja untuk dapat mewujudkan tata kelolaan
pemerintahan good gavernance di Kabupaten Intan Jaya sudah merangkum
pembangunan daerah dengan visi dan misi Kabupaten Intan Jaya jelas yaitu: Intan
Jaya Pintar, Intan Jaya Sehat dan Intan Jaya Sejahtera sejak 2012 sebagai
peningkatan kesejahteraan masyarakatnya di Kabupaten Intan Jaya. Dari visi dan
misi itu diharapkan dapat mempercepat pelayanan yang maksimal dengan
terwujudnya peningkatan pelayanan pembangunan dan pemberdayaan kepada
masyarakat dengan adanya peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan
pembangunan pelayanan publik yang memuaskan. Namun sampai kini, pelayanan
publik terhadap masyarakat sangat minim dan stagana. Program kerja
Pemerintahan tidak dijalangkan dengan normal di daerah kabupaten Intan Jaya.
Apa lagi melibatkan masyarakat dalam merumuskan pembangunan daerah untuk
mewujudkan semua visi dan misi pemerintah daerah yan kini belum menunjukkan

gebrakkan pelayanan publik yang maksimal.

Pemerintah pusat menerapkan Otonomi Khusus bagi wilayah yang sulit

dijangkau dengan maksud menjalangkan pemerintahan di daerahnya sendiri
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dengan baik dan benar, Namun disisi lain juga pemerintah pusat membiarkan
pemerintah kabupaten berjalan sendiri tanpa kontrol yang jelas dalam
pembangunan, terutama di wilayah pemekaran seperti di Kabupaten Intan Jaya.
Sehingga menciptakan raja-raja kecil di daerah di atas penderitan masyarakat.
Pada hal, kabupaten hadir untuk menciptakan pemeritahan yang melayani. Dalam
rangkah penyelenggaraan tata kelolaan pemerintahan daerah menjadi wujud
kebijakkan desentralisasi dilaksanakan bersamaan dengan asas dekonsentrasi dan

tugas pembantuan sebagai bagaian integeral dari pemerintah daerah.

Ada pun secara filosofis, ada dua tujuan utama yang ingin dicapai dari
penerapan kebijakan desentralisasi yaitu tujuan demokrasi dan tujuan
kesejahteraan bagi masyarakat. Tujuan demokrasi akan memposisikan pemerintah
daerah sebagai instrumen pendidikan politik ditingkat lokal yang secara agregat
akan menyumbang terhadap pendidikan politik secara nasional sebagai elemen
dasar dalam menciptakan kesatuan dan persatuan bangsa dan negara serta
mempercepat terwujudnya masyarakat madani atau civil society. Tujuannya,
untuk kesejahteraan yang mengisyaratkan pemerintahan daerah untuk
menciptakan kesejatraan masyarakat dan lebih dari itu meningkatkan
kesejahteraan masyarakat lokal melalui penyediaan pelayanan public secara
efektif, efisien dan ekonomis melalui pembangunan. Hal demikian masyarakat
sangat merindukan perubahan daerah. Maka pemerintah perlu berpihak kepada
masyarakat lokal yang demokrasi, akuntabel dan penegahkan hukum yang benar
dan adil sehingga dalam proses pelayanan pembangunan keberpihakan kepada

masyarakat sangat terasa.
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Dari tataran filosofis di atas nampak bahwa pemerintahan daerah dituntut
untuk mampu mensejahterakan masyarakat lokal secara demokratis. Proses
demokrasi di tingkat lokal akan nampak bila pemeritah menyelenggarakannya
dengan baik dalam proses penyusunan peraturan daerah, Perencanaan
pembangunan daerah dan kegiatan daerah lainnya yang melibatkan partisipasi
masyarakat. Oleh  karenanya, pemerintahan daerah  harus  mampu
mengartikulasikan serta mengagregasikan kepentingan masyarakat, maka perlu
pulabahwa untuk mengakomodasikan pluralitas sosial ke dalam prencanaan
kegiatan pemerintahan daerah perlu adanya penyediaan ruang partisipasi publik,
transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan kepada masyarakat Kabupaten

Intan Jaya melaui pembangunan yang adil dan nyata.

Kebijakan pembanggunan otonom baru seperti di Kabupaten Intan Jaya
Propinsi Papua ini. Pembangunan dalam penyelengaraan tata kelolahan
pemerintahan sebagai  alternative good governance dengan mengatualisasi
falsafah hidup di Kabupaten Intan Jaya untuk meingkatkan kualitas pelayanan
kepada masyarakat demi pertumbuhan ekonomi, Sosial, pendidikan, Budaya,
Pelayanan Public dan Infrastruktur dasar di daerah Pemekaran terutama di
Kabupaten Intan Jaya dengan rumusan “Ondomadage Haingia Dua Dia Artinya:
Untuk Semua Berpikir Dan Bekerja”. Falsafah ini menjadi motto umum dalam
rangkah pelaksanaan. Melalui kebijkan publik pembangunan terhadap pelayanaan
publik dan penyediaan layanan bagi masyarakat Kabupaten Intan Jaya. Tujuan
utamanya adalah untuk dapat membangun sambil memberi perhatian khusus bagi
masyarakat sambil membangun daerah yang masih terisolasi dan sulit dijangkau

oleh trasportasi darat maupun laut. Salah satu cara yang tertuang dalam
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pelaksanan/implementasi kebijakkan tata kelolaan pemerintahan di Kabupaten
Intan Jaya adalah untuk dapat mempercepat pembangunan dari berbagai
ketertinggalan. Harapan mensejatrahkan rakyatnya. Salah satu instrumen yang
terbaik dalam pelayanan adalah menyelengarahkan good gavernance secara adil,
jujur dan transparan di semua kehidupan masyarakat terutama dalam pertumbuhan
ekonomi, sosial budaya, Pelayanan Public Dan Infrastruktur boleh katakan

staganaga atau jalan ditempat.

Pada saat ini, pemerintah daerah Kabupaten Intan Jaya tidak sesuai dengan
ketentuan undang-undang tertuang dalam UUD 1945, disisi lain juga pola yang
dianut adalah otonomi seluas-luasnya tidak dimanfaatkan dengan baik dan benar.
Ini berarti bahwa daerah yang diberikan kewenangan yang luas untuk mengatur
dan mengurus urusan-urusan pemerintahan daerah yang menjadi kepentingan
masyarakat daerah, kecuali yang ditentukan menjadi kewenangan Pemerintah
pusat. Namun, agar urusan pemerintahan yang bersifat permusatan, konsentrasi
dapat dibagi secara proporsional antar tingkatan pemerintahan maka sesuai
dengan UU Pemerintahan Daerah telah diatur kriteria pembagian urusan dengan
menggunakan tiga Kriteria yaitu, eksternalitas, akuntabilitas dan efisiensi. Dengan
menerapkan Kketiga kriteria tersebut, maka deskripsi urusan pemerintahan
Kabupaten Intan Jaya dapat melaksanakan pemerintahan dengan baik dan benar
menurut pemerintah daerah. Namun menurut pandangan masyarakat adat, tokoh
intelektual, tokoh pengamat dan tokoh agama mengatakan pemerintah daerah saat
ini sangat gagal dalam membangun Kabupaten Intan Jaya dengan hati dan iman.
Hal itu terlihat jelas dari minimnya pelayanan pemerintah terhadap masyarakat

Kabupaten Intan Jaya saat ini. Pemerintah daerah belum membuktikan bahwa
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pemerintah daerah tidak pernah berada di kabupaten Intan Jaya sebagai tempat
bekerja dan menjalangkan program kerja pemerintah daerah. tetapi sampai saat,
belum menunjukkan pelayanan kepada kepentingan publik melalui sarana
parasarana yang dapat mengutamaan kepentingan umum dalam pembangunan
yang menyentuh dan merata akan tetapi Kabupaten Intan Jaya saat Ini menjadi
tempat terminal umum bagi pengila jabatan dan pencari kerja. Mengapa

pemeritnah daerah tidak pernah berada di tempat tugas.

Namun sebaliknya pelayanan publik terhadap masyarakat masih lemah yan
dilakukan oleh pemeritnah daerah. Lemahnya pelayanan pemerintah kepada
masyarakat dengan program kerja pemerintah Kabupaten Intan Jaya untuk dapat
melibatkan langsung kepada masyarakat belum juga terlihat selama ini. Hal
demikian terbukti bahwa Pemerintah daerah jarang bertugas dan berada di daerah
Intan Jaya. Akibatnya pelayanan melemah apa lagi Pembangunan di Kabupaten
Intan Jaya belum menunjukkan terhadap masyarakat sipil. Hal ini disebabkan
karena adanya faktor penghambat dalam penerapan kebijakaan di Kabupaten Intan
Jaya berdasarkan kepentingan politik yang dapat menempatkan jabatan politik
yang tidak berkualitas. Hal demikian itu tentu saja, disebabkan karena
pembaggian jabatan berdasarkan jabatan politik dan proyek Satuan Kerja
Pemerintah Daerah (SKPD) di monopoli oleh kepala daerah karena para SKPD

juga lemah mengolah tugas dan tanggunjawabnya.

Hal demikian juga belum menunjukkan hasil yang menggembirakan bagi
masyarakat. Masih ditemukan banyak kelemahan dalam pelaksanaan kebijakkan
keperpihakan kepada mayarakat adat di Kabupaten Intan Jaya, diakibatkan karena

kelemahan pemerintah daerah yang tidak mampu menjalangkan good gavernance
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karena penempatan jabatan di Kabupaten Intan Jaya berdasarkan jabatan politik
bukannya penembatan jabatan berdasarkan jabatan kalier. Penyebab demikian
terlihat jelas, sehingga kegagalan nampak jelas bahwa tata kelolaan pemerintahan

Kabupaten Intan Jaya dipergaruhi oleh beberapa faktor yaitu:

1. Pertama, Kurang adanya kapasitas sumber daya manusia (SDM) yang
handal,

2. Kedua, Geografis pelayanan pemerintah Kabupaten Intan Jaya
menyulitkan,

3. Ketiga, Jamainan kesehatan dan pendidikan yang sangat minim dan
terbatas sehingga angka kematian tinggi,

4. Keempat, Pembangunan infrastruktur berjalan di tempat karena indeks
kemahalan pembangunan,

5. Ke lima, manajemen pelayanan yang kurang baik dan

6. Keenam penempatan jabatan berdasarkan jabatan politik sehingga
melemahnya pelayanan kepada masyarakat di bidang Ekonomi,

pendidikan, Budaya, Pelayanan Public dan Infrastruktur saat ini.

Melihat pemimpin dan kepemimpinan yang tampil daerah ini dengan
otoriter dalam memimpin. Selain itu tidak ada kebebasan kepada para SKPD
untuk menjalangkan program pemerintahan saat ini dengan baik dan benar.
Dalam penelitian ini, peneliti akan berusaha melihat kondisi objektif sambil
menunjukkan pada tujuan pelaksanan pembangunan melalui tata kelolaan
pemerintahan kabupaten Intan Jaya sebagai daerah kabupaten. Pasca pemekaran
masih dapat menempatkan kebebasan berekspresi dalam mengatur dan mengurus

rumah tangga sendiri dalam rangkah membangun negerinya sendiri atau
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sebaliknya pembangunan berjalan ditempat atau sudah berjalan sehingga banyak
orang mengatakan bahwa pembangunan gagal dalam mengimplemtasikan.bisa
terjadi gagal karena akuntabilitas terhadap good gavernance dalam pelaksanan

pembangunan Intan Jaya belum terlihat jelas dalam implementasinya.

Melihat proses kebijakkan di Kabupaten Intan Jaya Propinsi Papua ini
tidak berjalan sebagaimana mestinya dengan baik sehingga terjadi banyak
persoalan terhadap pelayanan public kepada masyarakat melalui pelaksanan
good governance di Kabupaten Intan Jaya. Para elit politik dalam birokrasi
structural dalam menciptakan kekuasaan politik dalam pemerintahan sehingga
sulit menjalangkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel sebagaimana

diharapkannya oleh masyarakat.

Melihat dari studi kritis pembangunan yang terjadi dikabupaten Intan Jaya
dengan meninggalkan semua kepentingan masing-masing. Tetapi mengutamakan
kepentingan umum untuk dapat menempatkan pada posisi sebenarnya yaitu
masyarakat kecil yang menjadikan subyek dengan melihat proses pembangunan di
Kabupaten Intan Jaya. Dari sudut pandanggan masyarakat sebagai masyarakat

asli Sugapa, daerah di mana saat ini menjadi ibukota kabupaten.

Masyarakat lebih cenderung melihat situasi ini dari Hati, Nurani Dan
Logika terhadap situasi Intan Jaya saat ini. Pertama Hati, Hati menjadi tawar
ketika melihat pembangunan yang terjadi saat ini di Intan Jaya. Betapa tidak,
situasi dulu, kehidupan masyarakat yang begitu baik dan hidup dalam
kekeluargaan yang harmonis namun saat ini mereka hidup dalam kecurigaan
bahkan saling bermusuhan. Apa sebenarnya motif penyebabnya, Kedua Nurani.

bergerak ketika melihat model pembangunan saat ini, pembangunan dirancang
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tidak terarah sesuai kebutuhan daerah dan rakyat. Berikut adalah pembangunan
dilakukan hanya “Seenak Perut”. Dalam arti bahwa dalam perencanaan
pembangunan diatur lain dan muluk-muluk tetapi dalam pelaksanaan dilakukan
sesuka hati pemimpin/penguasa. Ketiga Logika. Logika, melihat bahwa
pembangunan di Intan Jaya saat ini jalan di tempat bahkan mengalami
kemunduran di bandingkan masa “Karateker”. Pada masa karateker pembangunan
dipacu dengan sangat cepat. Dari sisi fisik dan pembangunan manusia. Walaupun
saat itu anggaran pembangunan dan masa karateker sangat terbatas. Hal ini
menurut pandangan masayarakat, pokok masalah terletak pada “Manusia”. Dalam
hal ini adalah sang pemimpin/kepala daerah. Kalau pemimpin tidak mampu maka
ikutan kebawahnya juga akan lemah mengikuti ketidakmampuan pemimpin

tersebut.

Sebuah ilustrasi falsafah dari pandangan atau pemikiran adalah Pemimpin
itu ibarat air yang mengalir di “Kali Wabu”. Apabila kali tersebut keruh/atau
kabur dari kepala air, maka akan kabur sampai ke muara. Kita tidak mungkin bisa
menjernihkan air tersebut dari muara atau pertengahan kali tersebut karena itu
pekerjaan yang sia-sia. Untuk menjernikan air kali tersebut hanya bisa dilakukan
di kepala air. Pemimpin dan kepemimpinan itu yang harus di evaluasi kalau ingin

adanya perubahan terjadi di Intan Jaya.

Fakta Intan Jaya hari ini seperti demikian. Kepala Daerah keluar daerah,
semua kepala dinas dan staf ramai-ramai ikut keluar juga. Akibatnya pelayanan
publik di Intan Jaya lumpuh total. Bayangkan saja kalau bupati tidak berada tiga
bulan di Sugapa, berapa kerugian rakyat dalam menerima pelayanan, baik materil

maupun non materil. Begitupun sebaliknya. Apabila bupati berada tiga bulan di
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Sugapa, betapa bagusnya pelayanan karena para staf mendapat pengawasan
langsung. Dengan pandangan atau Pemikirannya adalah melihat situasi Intan Jaya
saat ini dipersalahkan kepada kepala dinas atau staf tetapi dapat memperlihatkan
bahwa kepala daerah yaitu Bupati sebagai kepala daerah tidak melaksanakan
sumpah dan janji kepada Tuhan, Negara dan Masyarakat Intan Jaya ketika di

lantik namun jarang berada di tempat tugas

Kurang adanya media menjadi sebuah alat komunikasi efektif yang
mempunyai multi fungsi. Beberapa di antaranya seperti fungsi pembelajaran,
memberikan berbagai informasi dan menghibur. Sehingga media menjadi alat
penting dalam kehidupan manusia saat ini. Kehadiran media pun tidak
mejelaskan pembangunan daerah kabuapten intan jaya berangkat dari beberapa
alasan yang menjadi dasar. Alasan tersebut terlihat seperti, kondisi masyarakat
Intan Jaya saat ini dapat dikatakan memprihatingkan. Kondisi demikian bisa lihat

bahwa:

a. Kondisi kesehatan. Kesehatan di Intan Jaya dapat di katakan sedang
“Sakit Parah”.

b. Kondisi Pendidikan. Kondisi Pendidikan di kabupaten Intan Jaya dapat di
katakan sedang “Stroke Berat”

c. Kondisi Ekonomi, kondisi ekonomi di kabupaten Intan Jaya dapat
dikatakan sedang “lapar dan mati”

d. Kondisi Politik, Kondisi Politik di kabupaten Intan Jaya boleh dikatakan
“tidak sehat

e. Kondisi Social, Kondisi Social di Kabupaten Intan Jaya saat ini dikatakan

masih belum berjalan sebagimana diharapkan saat ini.
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f. Kondisi Budaya, Kondisi Budaya Kabupaten Intan Jaya saat ini mulai
sakit.

g. Kondisi Pelayanaan public, Kondisi Pelayanan public di Kabupaten Intan
Jaya saat ini di katakan masih belum menunjukkan hasil yang
mengembiraan.

h. Kondisi Infrakstruktur, kondisi Infratruktur di Kabupaten Intan Jaya saat

ini di katakatan berjalan di tempat.

Kondisi perekonomian masyarakat Intan Jaya dapat di katakan “Mati Suri”
alias layu dan menunggu mati. Kondisi ini dapat dilihat ketika masyarakat
mendagangkan hasilnya di pasar dan tidak laku terjual. Maka terjadilah “Barter”.
Barter adalah kegiatan tukar menukar barang. Hal itu terjadi ketika belum ada alat
tukar/uang. Dan kondisi itu terjadi pada jaman dulu. Kalau kondisi ini terjadi saat
ini di Intan Jaya dan di tengah ibukota kabupaten vyaitu Sugapa Yyang
berkelimpahan uang berarti ini ada masalah yang berat. Atau bisa disebut proses

pemunduran. Hal sederhana dapat lihat dari:

1. Pertama, peredaran uang tidak ada di Intan Jaya, para pejabat yang
memiliki uang jarang berada di daerah.

2. Kedua, uang yang keluar dari kabupaten Intan Jaya lebih besar
ketimbang yang masuk. Kondisi ini sangat jelas bahwa yang memiliki
uang lebih banyak di Intan Jaya adalah para Pengusaha, Pegawai Negeri
Sipil, TNI, POLRI. Apabila mereka keluar dari kabupaten dan menginap
di luar maka otomatis mereka akan belanjakan uang di luar. Sudah
barang tentu uang tidak berada di Intan Jaya.Yang menjadi korban

adalah masyarakat Intan Jaya yang nota bene ekonomi lemah.
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3. Ketiga, lemahnya kepemimpinan kepala daerah dan birokrasinya. Hal
tersebut berkorelasi langsung dengan pelayanan publik.

4. Keempat, Intan Jaya dijadikan tempat “Singga” bagi para pencari kerja
dan penggila jabatan. Ketika mereka mendapatkan apa yang diinginkan
yaitu jabatan dan uang, mereka akan pergi dan menikmati hidup di
Nabire, Timika, Jayapura atau pun Jakarta dan tempat-tempat kota besar
lainnya. Beberapa hal yang telah disebutkan diatas berdampak langsung

pada perekonomian rakyat Intan Jaya saat ini.

Masyarakat Intan Jaya yang di dalamnya terdiri dari berbagai kelompok,
tingkatan dan status sosial. Di antaranya Pelajar dan Mahasiswa menjadi bagian
penting dalam masyarakat. Kelompok tersebut saat ini dikatakan kritis terhadap
kondisi daerah. Oleh sebabnya sebagai upaya meminimalisir kondisi Intan Jaya
yang carut-marut maka muncul sebuah ide dan menjadi kebutuhan yaitu perlu
adanya sebuah wadah atau alat penyaluran berbagai informasi pembangunan

secara transparan.

Daerah Intan Jaya yang saat ini pada kondisi mau mati tidak bisa, mau hdup
juga tidak bisa. Semua informasi pembangunan Intan Jaya di isolasi/lokalisir oleh
penguasa sehingga akses informasi pembangunan tidak dapat dijangkau oleh
berbagai pihak bahkan publik. Hal yang di pertontonkan adalah keberhasilan-
keberhasilan kecil yang tidak berimplikasi langsung terhadap kehidupam
kerakyaktan di Intan Jaya. Ibarat seekor ayam betina yang habis berteluar “satu
butir” dan dia berkotek keliling untuk semua mengetahuinya. Pada hal Cuma satu
butir. Ayam itu bisa bertelur dimana saja, atau tempatnya sembarang sehingga

dari sisi keamanan tidak terjamin. Berbeda dengan “Penyu/Kura-Kura”. Penyu
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atau kura-kura sekali bertelur jumlahnya ratusan. Selesai bertelur ia akan
menguburkan dengan baik-baik sehingga aman dan pergi tanpa meninggalkan
jejak. Masa tetas, semua telur bisa menjadi hasil. Kura-kura tidak bisa bertelur di

tempat sembarangan tetapi dia akan mencari tempat yang lebih aman.

Mungkin pemerintah Intan Jaya perlu belajar banyak dari “Karakter Kura-
Kura/Penyu”. Jangan belajar atau menggunakan karakter ayam. Buat kegiatan
kecil yang bukan dilakukan di Intan Jaya tetapi di lakukan di Jayapura dan Nabire
atau di luar Intan Jaya, ia berkotek di semua media. Pada hal pembangunan tidak
nampak terlihat jelas bagi masyarakat Intan Jaya. Masyarakat saat ini
membutuhkan pemimpin revolusi yang bisa dapat membawa mereka suatu

tranformasi kehidupan masyarakat.

Kondisi di atas tidak pernah terekspos secara transparan. Dan juga informasi
kepada masyarakat bahwa sangat diisolasi. Tidak ada ruang informasi dan ruang
demokrasi, ruang solusi dan juga ruang aspirasi bagi masyarakat dalam
pembangunan daerah Intan Jaya. Masyarakat Intan Jaya ada dan tersebar
diberbagai daerah. Mereka juga rindu ingin mengetahui perkembangan daerah
mereka seperti apa. Namun yang terjadi selama ini tidak ada ruang informasi yang
lebih akurat dari dalam wilayah Intan Jaya itu sendiri.Yang terjadi selama ini,
informasi yang beredar selama ini lewat media cuma informasi “pencitraan”

namun bukan informasi pembangunan mendasar.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka perlu dirumuskan
pula pokok pemikiran dalam perumusahan permasalahan penelitian tata kelolaan
pemerintahan di Kabupaten Intan Jaya terhadap dinamika pelayanan pemerintah

daerah terhadap masyarakatnya sendiri melalui pembangunan yang sesusai
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dengan amanat undang-undang sehingga visi dan misi pembangunan yang dapat
disukseskan sesuai visi dan misi pemerintah daerah di kabupaten Intan Jaya yaitu:

Intan Jaya Pintar, Intan Jaya Sehat dan Intan Jaya sejahtera.

Ternyata visi dan misi tersebut dirancangkan di kabupaten Intan Jaya
menjadi gagal dalam pelaksananan pembangunan  mendasar untuk dapat
mengimplemntasikan di Kabupaten Intan Jaya. Hal ini disebabkan karena kepala
daerah yang sebenarnya menjadi kepala birokrasi Pemerintahan Kabupaten Intan
Jaya tidak pernah ditempat kerja dan tidak dapat mendisiplingkan SKPD dalam
pemerintahan demi akuntabilitas pelayanan tetapi lebih banyak diluar kota
Kabupaten Intan Jaya, kepala daerah yang seharusnya menjadi contoh bagi
birokrasi tetapi tidak terjadi, di Kabupaten Intan Jaya. Hal ini menjadi persoalan
besar maka harus di teliti dan di analisa dengan baik. Disamping itu kepala daerah
tidak melibatkan birokrasi dilingkungan pemerintahan daerah untuk melakukan
evalusasi kerja dengan baik dan benar sesuai prosedur yang ada untuk dapat
melibatkan semua pihak dengan baik untuk dapat menyususeskan visi dan

misinya.

Disisi lain sesuai dengan amanat otonomi khusus seharusnya dapat
membangun daerah dengan mempertanggungjawabkan program-program kerja

yang direncanakan seperti:

1. Pertama Mempercepat pembangunan infratruktur,

2. Kedua membuka akses terutama jalan raya, lapangan terbang, tata kota
dan lain-lain, dan

3. Tiga dengan pembangunan infrastruktur jalan raya yang

menghubungkan di desa dengan desa, desa ke listrik atau kecamatan
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dari kecamatan ke kabupaten dalam rangkah pelayanan kepada rakyat

di Kabupaten Intan Jaya.

B Rumusan Masalah

Dengan demikian, dalam pertanyaan penelitian ini adalah bahwa masalah yang
akan diteliti adalah “Bagaimana tata kelolaan pemerintahan di Kabupaten Intan

Jaya”.

C.Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang dilakukan di lingkungan pemerintahan Kabupaten
Intan Jaya tentang tata kelolah pemerintahan Kabupaten Intan Jaya. Kabupaten
intan jaya ini perlu  memperjelaskannya bagimana proses tata kelola
pemerinahannya. Melihat dan menganalisa pembangunan di Kabupaten Intan
Jaya. Perlu memperjelskan tiga hal yang menjadi penting yaitu: Pertama,
mengambarkan tata kelola pemerintah Kabupaten Intan Jaya, Kedua menjelaskan
kegagalan pengelolahan pemerintahan kabupaten Intan Jaya, Ketiga, menguraikan
kegagalan menyelengarahkan pemerintahan daerah di Kabupaten Intan Jaya.
Untuk itulah perlu melihat jelas dalam Proses implementasi pembangunan yang
selanjutnya dapat memberi keberpihakan kepada masyarakat dengan program
pembangunan yang menyentuh bagi masyarakat melalui keterlibatan mereka.
Dalam proses pembangunan tersebut adakah keterlibatan masyarakat dalam
pembangunan Kabupaten Intan Jaya yang sedang terjadi saat ini di daerah dengan
pendekatan pengamatan, wawancara sambil melihat kondsis objektif di lapangan.

Memang melihat transpormasi pembangunan bagi masyarakat setempat menjadi
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